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Mengingat

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI KUDUS
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 700/6/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

a. bahwa pengendalian gratifikasi sesungguhnya berada

1.

pada dua ranah strategi pemberantasan korupsi, yaitu
tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga
memiliki dimensi pencegahan yang kuat;

bahwa praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu
yang wajar dari sudut pandang sosial dan adat-
istiadat, tetapi ketika hal tersebut dijangkiti
kepentingan lain dalam hubungan dengan pemangku
kekuasaan maka gratifikasi berpotensi menjadi suap;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit
Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kudus;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang



Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



10.

11.

13.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Tahun Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5138);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2016

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Kudus (Berita Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kudus dengan susunan Unit

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, bertugas:

a.

melakukan sosialisasi dan internalisasi pengendalian
gratifikasi;

melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait
implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau
potensi gratifikasi;

mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan
lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di
lingkungan Instansi; dan

menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan

mengkoordinasikannya dengan KPK.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengendali Gratifikasi

bertanggung jawab kepada Bupati.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber lain yang

sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kudus

Tanggal 4 Januari 2017

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA
Tembusan :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Ll

Kepala Perangkat Daerah / Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kudus yang terkait.
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